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LEI"IBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOt'lOR : 5 TAHUN L997 SERI D NO. 4

tr.ERATURAN DAERAH KAAUPAT€N DACRAH TINGKAT II PATI
NOt',toR t] TAHUN !997

TfNTANG

Menimbang

PENETAPAN ANG GARAN PE NDAPATAT.i DAT.I BELAi',IJA
DAERAH KABUPATEN DAERAI{ TINGKAT II PATI

TAHTJN ANGGARAN i997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat il Pati Tahun Anggaran 1997ii998 periu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64
ayal (2) L.lndang-Undang Nornor 5 tahun i974

. i Undang-Undang Nom,x 1li -l-ahun 1S50 tentang
Pemb:ntukan Deerai,-Da':r'ah Kabupaien jalam
Lingkungan Propinsi iawa T,:nJah:

2. Undano-Undano Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Peme"ri; ,ir-l,an di Daerah;

3. Undang-unda,-q i..omor 12 Tahun 1985 ientang Dalak Bumi

..-"^:=+r.. dan Bangunan ;

'.'4. Peraiuran Penierintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan
KeuanganDaerah; - :-

5. Perar.uran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 iantang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Betanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan - Daerah dan
Penyusunan Perhitungan,Anggaran PenCapatan dan
Belanja Daerah;

6. Kepui' san Fr:si'-en irlorlrrr li: Tahun igB4 tentang Tata

Mengingat

f,s



Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun
bagi Daerah Otonunr ; ,

7. Peraturan Menteri Dalarr: Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha

, Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan-Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri l'lcmor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada
Daerah ;

10. Pei'aturan Meriteli Dalam Negeri iliomoi 4
tenfang Pelaksanaan Pengelolaan Barang

Tahun 1979
dan materiil

Daeran;
11. Peiati:rirn Menteri Dalarn Neger:i lJomor 4 tahun 1985

tir;tang Pengurusan Pendapatan L)aerah Hasil Pajak Bumi
oern i3angunan ,

12. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun
1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;

'14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun
1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual
Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Kepulusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
18 Nopember 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan

Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja
Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985

langgal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan
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Pend4atCn DaCrahEasil Pajak dan Ewrgrmaru
19. Kepriusan Menteri Dalam Negeri No*nrS$ffi9tarqgat

3l/ket 1986lertang Penyernpumaan Bentuk dan gsunan
tala Usaha Keuangan Daerah serta P€rhitungan Arggaran

* [:m#i,l"T:f5:i:fiE] Nffioi s]3ze tanssar
11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan tkn Qelanja Daerah
serta Felunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

2 1 Keputusan''"J$'' 
ffEfi 

-;ffi:Xffi,XT::':ilXt"X

Susunan Pendapatan Daerah;

Memperha{ikan : Keputusan Dewan Penvakilan Rakyaf Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pati Nomor 170/1311995 tanggal 23
Nopember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Penrvakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkal ll Pati.
Mendengar '. 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal

13,14,21, dan 26 Maret 1997;
2. Pembicaraan dalam rapat Paripuma Dewan Penryakilan

Rakyat tanggal 18,20 dan 31 Maret 1997

Dewan Persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupalen Daerah Trngkat ll
Pati

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAI'J DAN BELANJA DAERAH MBUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATITAHUN ANGGARAN 1997i 1998.

Pasal 1

Jurnlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

199711998 adalah sebesar Rp.36.718 126 000,00
a. PENDAPATAN:

- Pendapatan

b- BELANJA :

- Rutin
- Pembangunan

Rp. 36.718 126 000 00

Rp. 21.875.497.000,00
Rp. 14.842.629.000,00



*c*_.

:6tr:i$

pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut
A. PENDAPATAN:

Pendapatan Rp 3.218 170 OOO,00

.;']' b. BELANJA
''r4j - Rutin Rp. 3 21g 170 ooo,oo

- Pembangunan Rp. -

Rp. 3.218.170.000,00',__

,Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam
Lampiran A;

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal
2 dimuat daiam Lampiran A.i.AillR dan A.lllP;

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat ('t) dan (2) pasal ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar
terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapal pengesalran dari
pejabat yang benvenang d:1 b-:rlaku mutaitanggal 1 Aprit 1997. \'-l

Ditetapkan diPati
Pada tanggal3l Maret 1997
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IIPATI
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI
KETUA,

ttd. ttd.
soEBowo 'yusur muHAMAD

Disahkan dengan Kepr.{usan Gubemur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tanggat 21 Mei 1997

c, o*l;?:;:9"jff:f'L-"'
Jawa Tengah

t.td

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati pada tanggat 26 Mei 1997

Nomor5SeriDNo.4

Sekretaris WilayalVDa€rah

ttd,.
DJOKO POERNOMO, SI{ffi

NtP. 500 033 520
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT IJAWA TENGAH

NOMOR: 9031535/1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAEMH TINGKAT II PATI
NOMOR 17 TAHUN 1997

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah ringkat ll Pati Nomor g0311544 tanggal
2 April 1997 perihal permohonan pengesahan peraturan Daerah
Nomor: lTTahun 1997tentang APBD Tahun anggaran 1997/1998.

-- Menimbang: a. bahwaPeraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1997 tanggal 3.1
Maret 1997 tenlang Penetapan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati Tahun
Anggaran 1997/1998, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati Tahun
Anggaran 1997/1998;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 19g7 dimaksud
telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat.-
dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan Gubernur Kepala
Daerah sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokbk Pemerintah di Daerah.

Mengingal . 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Femerintahan di daerah ;

2 UndanyUndang Nomor 10 Tahun 1950tentang pembentukan
Propnsi Jawa Tengah ;

- 3" peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1g7S tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan,._-,
Keuangan Daerah;

t)



4. Peraturan Pemerintah nomor 6 ,Tahun 1975 ientang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhilungan Anggaran Pendapatan dah Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal
12 Pebruari '1996 tentang Kedudukan Keuangan Kelua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah ,

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 1994 Tanggal
5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal
8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 28
April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28
Oklober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah
dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

1'l Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama
P;nsinkronisasian Anggaran P:!.dapatan dan Belanja Daerah
dengan Anggaran Pendapatan dar Elelanja Negara ,

'12. Keoutusan Menteri Dalam frlegr:rr Nornor 903-379 tanggal 11

April 1987 ientang Penggunaan f.'istim Digit dalarn Pelaksanaan
anggaran Penda3at3n dan belanja Daerah serta Petunjuk
Teknis Tata Usa.h: ileuangan Daerah ;

13. Keputusan Ment!.ri llalam NegeriNomor 903-056tanggal 19
, Januari 1988 tentang Perubahan Penyempumaan Pas 2.2.2

Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakit
Kepala Daerah;

14;-Keputusan Menteri Dalam Negeri_Nomor 903-056 tanggal 19
Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan susunan
Angga:'an Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 1990
tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos

:,., .=*= . .,.:.r..-,



tuewgF4ikan : 1. lnstr:uksi Menteri Datam l*egeri Nomor 6 tanggat 20 Fcbruari
q.{:*' 

-f
*":f i#"*d;, {3:',1"?:'m:;i"j;:: 

ffir#::ltli,n,'gffi ? 

pinddpatan dan

2.2.1 "Dewan Peryakilalr Rakyat Daerah".

2. Surat Menieri Dalarn frlegeri tanggal 14 Januari 1997 Nomor
050/85/Bangda perihal Petui,juk pelaksanaan lnpres Bantuan
Pembangunan Daerah Tingkat ll tahun Anggaran 1997/1998 

a3. Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
==-J1 Maret 1997 nomor 9O3|57O3 teniang pedoman CenyUstin-an

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat lt se Jawa
Tengah Tahun anggaran 19971199S ; . , -* .''i'ii'a:' ''

r*ii.F**.:::.---"5iry***- 
M H M U TUSKAilI, :"

Menetapkan :

PERTAMA : ,r--,re'ngesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ringkat ll pati
llor-rror 17 Tahun 1997 tanggal"3l-Maret 1997 tentang penetapan

iri rAnggaran Pendapatan dan Baanja Daerah Kabupaten Daerah
tingkat lt Pati Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar ... np.
36.718.126.000,00

1. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp.

36.718.126.000,00

2. BELANJA
i: - Rutin Rp.21.875.497.000,00

Jumlah Rp. 35.718.126.000,00

BAGIAN URUSAN KAS.OAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN.
- Pendapatan Rp. 3.218.170.000,00

2. BELANJA:
- Rutin Rp. 3,218.17O.000,00
- Pembangunan Rp.

I



: .-':':-a - ':=':;',: .l:::t il:,]:E::
1-.:Ayat 1.1.1.000. "Sisa lebih Tahun yangJalu" pada Anggaran
--'' Manajemen supaya ciirinci sesuai dengafrfencana penErimaan

kelebihan target , dariPendapatan Daerah Tahunyang lalu.
;-: , , Hal'tersebut sesuai deh$lih lnstruksi Menteri Dalam negeri

J u m la h.............. " ....... .....,;,*=-.Rp.3.218.170.000,00

KE DUA

'_':ry-".

Nomor 6 Tahu 1997 tanggal 2O*februari 1997 tentang: I eeD^doman' Penvusun*An sdan laBrjfanja

Daerah Tahun anggaran 1997/1998

2. Penerimaan Ayat 1.2.?091, "Rumah Sakit Umum,dan Ealai
Fengobatan" pada Anggargn fulanajemen, antara lain ,'' '

a. Pendapatan SeWa i(ar,nar Operasi, kamar Mayat, liewa alat. Reeming ln dan Jasa Rumah Sakit sebesar .......... Rp.
288.000.000,00

b. Askes PHB sebesar Rp. 170.000.000,00

supaya dipindahkan pada Ayat 1.2.4.145. "Penerimaan Unit
Swadana RSU " RAA Soewondo " Pati.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri
Tanggal 3 Nopember|993 Nomor 92 Tahun 1993-tentang
Penetapan dan Panata Usaha Serta Pertanggung Jawaban
Keuangan Unit Swadana Daerah.
Penganggaran "Alokasi Penerimaan Daerah yang sumber
dananya dariTirEkat Pusat maupun Tingkat I Tahun anggaran
1997 I 1998, jumlahnya supaya disesuaikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Bantuan (lnpres) disesuaikan dengan SPABP-:' untuk masinE-masing Bantuan (lnpres) Tahun Anggaran
1997/1998.

b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman

. ieny-usu,na$lggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DaffFTahun Anggaran 1 99711 998.

c. Eantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah

==FP!!.''4__! 
__

. t



*" ,i .,+ n
pada ayat 1.4.2.230

sebesar Rp 21O.O@SQO,ffi'supaya disesuaikan menajdi
sebesai Rp 2 1 3. 740.800,-dengan,ihcian sebagai berikut :

- AMD 1V.............. Rp.
- AMD Sengkuyung ll---.._. Rp.
- p.p.w.T.........-.._:::._._... Rp.

20.000.000,00
25.288.800,00
30.000.0o0,00

4.

- KeserasianlAspirasi"......... Rp. 125.000.000,00
SektoralSCUDP Rp. 13.452.000,00

Jumlah Rp. 213.740.800,00

Adapun rincian penggunaan kegiatan masing-masing program
bantuan disesuaikan dengan ryluljuk 

\-'

Susunan ayat / Pasal serta ui*nnya pada Pos bagian Urusan Kas
dan Perhitungan (UKP) Tahun anggaran 1997/1998 supaya
disesuaikan dengan Lampiran ll.4 lnstruksi Menteri Dalam negeri
Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman
Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1997 / 1998.

BELANJA RUTIN
1. Mengenai Anggaran Belanja Pos 2.2.1 "DPRD" Khusus yang

berkode (a) dalam Anggaran Manajemen, antara lain .

a. Pasal 2.2.1.1OO2a "Tunjangan Keluarga dan Beras"
sebesar Rp 23.336.000,00 dan Pasal 2.2.1.1010a
"Tl:rjangan Perbaikan Penghasiran" sebesar Rp.
1 24 .2OO.OOO,O0 tidak diperkenani'.an.

b. F:sal2.2.1.1010a "Tunlengan Kesejahteraan " sebesar Rp.
C7.50C.000,0O supaya dipindahkan Pasal 2.2.1.1002a.'

c. Pasal 2 2 1 1AO6a "Tunjangan Komisi" sabesa;r ilp.
.:5"_J00.000, 00 supayq d ipindahkan pada Pasa I 2.2. 1 . 1 QO$l

2. o"E-fi'-i"-ogk; ;$i"sk;i;;';;;;n -c"n"iung.i ;ilD \v
khususnya bagi Anggota DPRD Hasil Pemilu 1997, maka '-"
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati pada Perubahan APBD

Jghun Anggaran 1997/1998 supaya menganggarkan Biaya
' -:::plfn'1bgi(alan Anggota DPRD sesuai kemampuan Kcuangan

Daerah maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 pada Pos
Sekretariat- DPRD. PasAl=.2.2.1.-tO'1.3 digii 6u Kursus
Ketrampilan".

,,-,-... Hal tersebut::il;.i:: ...-;.....,r...

..4i"-trrtjt$ti+- :

instruksi Menteri Dalam Negeri

KETIGA

'r5r'*.,'

sesuai dengan
,, .+: :.,,:.:, -:-r.;,:.-;;ii-j+i
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KEEMPAT :

Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 pebruari 1997 tentang
Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan Oan aefan;i
Daerah Tahun 1997 / 1998.

3. Pasal 2.2.3.10o7 "Tunjangan penghasiran aparat pemerintahan
Desa" sebesar Rp. 837.250.000,00 supaya dipindahkan pada
Pasal 2.13.1 .1121. "Ganjaran kepada Daerah gawahan,,.
Hal tersebut sesuai dengan rnstruksi Menteri Daram Negeri
Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 pebruari 1992 tentirrg
Pedoman penyusunan angaran pendapatan dan Selanli
Daerah Tahun 1997/1 998.

4- Kegiatan-kegiatan yang bersumber dananya dari ganjaran
(Bantuan umum) yang tercantum daram Anggaran tvtaialemen
pada Pasar 2-2.3fi97 "Biaya penyerenggaraan pemerintahan
di Daerah" (SPP-OD) sebesar Rp. 80.000.000,00 supaya
disesuaikan antara rain untuk mendukung DJDI Hukum, ortaia,
Kearsipan masing-masing dananya rienjadi sebesar *;:
5.000.000,00 sedang untuk Operasional pMD seOesar Rf.
3.500.000,00 dan sisanya digunakan sesuaikan prioritas
Daerah.
sesuai Kawat Menteri DararnNegeri Nomor 990/1309/puoD
tanggal 7 Mei 1997 perihat Atokasi SDO Tahun Anggaran
1997/1998 untuk Beranja Urusan Desentrarisasi sub xorn-p-onen
SPP-OD Umum dan Khusus, kegiatannya supaya dianggarkan
pada anggaran Beranja Rutin pos 2.2.3 "Sekritariat iiirayah
Daerah" Pasal 2.2.3. 1 097.
Sebagai Atasan rangsung dan Bendaharawan supaya ditunuk
sebagai Keuangan, uniuk Studi rdentifikasi potensi Ekonomi
Daerah pelaksanaanya di BAppEDA Tingkat il.

5.' Pemberian sumbangan zo% PKB-BBNiB dari tingkail Jawa
Tengah Tahun anggaran 1997/199g penggunaaniy" ,up"y"
diseuaikan dengan rampiran ilr Surat Gubernur xepita oaeran
Tingkat I Jawa Tengah tanggar 11 Maret 1997 Nomor 903/5703
perihal Pedoman penyusunan APBD Dati ll Tahun Anggaran
1 997/1 998.

BELANJA PEMBANGUNAN
1. Pasal 2P.05.3.01.002 ,proyek penyertaan Modat pada bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah" dalam anggaran
manajemen sebagian dananya termasuk untuk FioyeH
Penunjang Pembangunan Embarkasi Haji sebesar np
1 14.525.000,00 supaya dipisah pada pasal 2p.0.5.3.01.005.'

11



Hal tersebul sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah
finSlat I Jawa Tengah tanggat t nprit idt N"*", go0t/631:a. Penganggaran bele1ary proyek yang tercantum pada .- Pasal 2p.0.5.3.01.00t. ;eroyek penambahan Modalpada BpR Kab. Dati ll pat," se-b.s", Rp 200.0O0.000,00- Pasal 2p.0.5.3.01.003" " proyek penambahan Modafpada PD Bank pasar Kab. dati li pati" sebesar Rp

50.000.000,00
- Pasat 2p.0.5.3.01.004. " proyek

Apotik Mardi Waras Kab. Dati
10 000.000,00

Penambahan modal
ll Pati" sebesar Rp.

Semula Penanggung Jawab proyek gagian perekonomian

. supaya dipindah Bagian keuangan.b. Pasal 2P.0.9.2.01O1g " proyek"Ktp Kota Tayu. MargoyosoPati" sebesar Rq. 10S-b00.000,00 semuta sebagai
Penanggungjawab proyek BAppEDA. supaya dipindahkan
Bagian Keuangan.

Pasal 2P,0 9.2,01.017. "proyek Kelembagaan danPembangunan SCUDp p3 KT XanuJ"t"n Dati il pati,, sebesarRp. 65.000.000.00 sela_gii! dananya termasuk untuk Biaya
f:n:o]iqTi Keuangan p 3- KT, .rp"y" Oiptncantan pada pasat
2P.0.9.2.01.020 dan sebagai ir"n"ngiung Jawab proyek
d it unlu k 

^B_ag 
ia n Keuan gan.a:"'ig"itF:r:bli8l:5d."i8,Lrtrl':nif,nTrireparaoesa

flfl}' 

":H!'i?h 

8:ia:s8#;G;5 s; h;.rb;r6; b;i"fi- 
FBilX,,"'3f q$:,$h$!fu.*H""J,,'J*""*B:ii ?rffi i;sebesar Rp. I- pasat 2p.0.9.3 01.005 ipioyet Komputerisasi sistimg{:ffi;b' 0premerintandri-'De"i 

'- s;#d: -' 
Rij:

- Pasat 2p.0.17 .1 ql.qO2 
- lpqoyek peninqkatan dan

^ .ryJffi:t?'fi 
b:11 BrBiABb.. rgn 

b7iDn' ri" ti t,DZii' i r F li i

b F;T#l#;lryf:; *r'1:i;;1 
-;'"'***,*l

ffiqft'trffrFfrilffiffik$ffilffii;}$pada Sektor/Su
p e nsem ba n s ;. *ili"i'l[L"'i;gi 3?i j'?T"tr[i
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"..", "Bermotor" sebesar Rp. 1 00.000.000.00 oelarianaanvi ierleEih
dahulu dimintakan'ijin / persetuiuan Gdbernur Keodla Daerah

,',1'?3'f31' J 
^if,l'5."1,i?3f,[ 

;oTn 
direns kapi deisan Danar

KELIMA Perubahan/penyesuaianseiiap-nyavpasatAnggaransebagaiakibat
petunjuk catatan pengesahan Anggaran peidapatan dai aeranja
Daerah, agar dicantumkan kem6ali pada peiubahan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingt<at-ii Pati
Tahun Anggaran 1997r199g dengan penjerasan secukuinya pada
kolom keterangan Lampiran N1 .N2tR, d;n N2lp.

KEENAM . 1. Pelaksanaan Anggara pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah'Tingkat il padi Tahun inggaran'tS97/1998
supaya mempedomani ketentuan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Befanja Daerah Jo peraturan MenteriDatam
Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang perubahan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 2 -Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.2 Untuk peningkatan pengelolaan Keuanoan 

-Daerah, 
maka

penetapan Bendaharawan agar ditunjuk Oaii Regawai yang
telah memiliki Sertifikat Bendahar'awan sesuli dengan
ketentuan yang berlaku.

KE TUJUH . Dalam rangka program anggaran Daerah dan pengendalian kredit
anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan diktum-
diktum pengesahan anggaran Daerah dis?mpaikin kepada
Gubernur {epala Derah Tihgkat I Jawa Tengah Up. Kepala'Biro
Keuangan setwilda Tingkat r Jawa Tengah uniuk ditindakl'anjuti.

KEDELAPAN : 1. sambil menunggu perubahan'anggaran pendapat6n dan
Belanja Daerah Kabr:paten Daerad Tingkat ll pati Tahun
anggaran 1997/1998, supaya dilakukan perubahan
terhadap Keputusan BupatiKepala Daerah Tin$kat il pati
Nomor 4 Tahun 1997 tarEgal 31 Maret 19E7 tentang
Penjabaran Anggaran Penciapalan, Kegiatan / pasal dan
Proyek anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1997/1998, _se;q9i dengan 

-petunjuk 
teknis

sebagaimana diktum KELTMA Aan TEENRM liatas Oan
setiap Peruabahan Keputusarr Bupati Kepala Daerah
Tingkal ll Pati dimaksud supaya dikirim fepdda Gubernur

2f:ffi g3'ffi ":"1'i3i"1'Jml3i:f'!ii'33il,iff,533*'
{algpqlen Daerah Tingkat 

'll pati Tahun anggaran
1997/1998 adalah pengesal€n terhadap peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat il pati Norhor 17 Tahun 1gg7

tt



KESEMBILAN :

KESEPULUH

tangg- 31 Maret t997 tentanq Penetaoan alcoaran
P_endapatan dan Belanja Dasrah fadrn ffiaran
197/1998.

lqabrfa jenetap3l Perubahan-ilu:rggtran pendap&r dan
Belanja Daerah Tahun anggaran 1997/1ggS telah me*ampaui
masa. -Triwulan lll, su,p.aya 

. 
dih i ndari pengarrygaran proyek-

proyeKbaru rnengingat jangka waktu prosds figessfbn dan
pelaksanaan sangat pende k, sehingga proyek-proyLk dirnaksud
tidak mungkin lagi ditaksanakan kaieni b6ra(himya tahun
anggaftm.
Surat Keputusan ini mulai berlak! pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut se.|ak tanggat 1 APRTL 1997. -

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

SEMARANG
21 Mei 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ttd.
soEwAROt

SALINAN Keputusan Kepada Yth :

1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan penivakilan yogyakarta di yogyakarta 
;2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangai di Jakarta ,3 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan O-tonomi Daerai-r Up. Direktorat

Keuangan Daerah Depafiemen Dalam Negeri ;4. sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up Kepala Birc Keuangan di
Jakarta : ,

5. wakil Gubemur Kepata Dgej?h ringkat I Jawa Tengah Bidang I dan il ;

I Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ,7. semua Asisren Sekrelaris wilayah Daerah rinjkat I Jawa Tengah ;L Pembantu Gubemur Jawa Tengah Wilayah pati Oi pati 
;9. Ketua BAPPEDA Propjnsi Daerah rlng.k?I I Jawa Tengah di Sernarang ;10. {epala lnspektorar witayah propinii Daerah ringlat I -Jawi 

i?ngan ci
Semarang ;

11 Kepala Dipenda Propinsi Daerah ringkat I Jawa Tengah di semarang ;12 Kepala t 'o Keuangan, Kantor Setwitda tingkat I Jawi Tengah di seriarang ;13 Kepala Brro Hukum, Kantor setwilda Ting_kat I Jawa Tengafi oi semtrjng ;" 
'

14 Kepala Biro Bina Penyusunan program, Kantor Setwitda-Tingkat I Jawa iengan
di Semarang
Bupati Kepala Daerah Tingkat il Pati di pati 

;

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat lt patr di pati.
Berkas surat Keputusan.

1 s/d i4 untuk.diketahui;
15 dan 15 untuk diindahkan.

15.
16.
17.

1A


